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ABSTRAK
Penelitian iini ibertujuan iuntuk imengkaji ikonsep iideal iaudit ihak ikekayaan iintelektual idalam imengamankan ikepentingan iekonomi iperusahaan. iPenelitian iini ibersifat iyuridis inormatif. iPenelitian iini imenggunakan iberbagai ipendekatan: iPendekatan iperundang-undangan, ipendekatan ikonseptual, idan istudi ikasus. iHasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa; i1) iAudit ihak ikekayaan iintelektual ibagi iperusahaan iperlu idilakukan idalam irangka imengamankan ikepentingan iekonomi iperusahaan; ia) iAudit ihak ikekayaan iintelektual imampu imengidentifikasi iaset ikekayaan iintelektual iyang isudah itidak iterpakai iatau iusang; ib) iAudit ihak ikekayaan iintelektual idapat imembantu iperusahaan idalam imengurus iperizinan iyang iberkaitan idengan ihak ikekayaan iintelektual; ic) iAudit ihak ikekayaan iintelektual iakan isangat imembantu iperusahaan iyang iberniat imelakukan imerger iatau iakuisisi idalam imengambil ikeputusan; id) iAudit ihak ikekayaan iintelektual iakan imembantu iperusahaan iyang isedang imenghadapi isengketa ihak ikekayaan iintelektual, ibaik iyang iberada ipada iposisi ipenggugat imaupun itergugat; ie) iAudit ihak ikekayaan iintelektual imemiliki ikemampuan iuntuk imenilai isuatu iaset ikekayaan iintelektual. i2) iRegulasi idi ibidang ihak ikekayaan iintelektual imampu imengakomodasi ikepentingan iekonomi iperusahaan; ia) isistem ihukum inasional, iUndang-Undang iNomor i31 iTahun i2000 itentang iDesain iIndustri, iUndang-Undang iNomor i32 iTahun i2000 itentang iDesain iTata iLetak iSirkuit iTerpadu, iUndang-Undang iNomor i30 iTahun i2000 itentang iRahasia iDagang, iUndang-Undang iNomor i29 iTahun i2000 itentang iPerlindungan iVarietas iTanaman, iUndang-Undang iNomor i13 iTahun i2016 itentang iPaten, iUndang-Undang iNomor i20 iTahun i2016 itentang iMerek, iUndang-Undang iNomor i28 iTahun i2014 itentang iHak iCipta; ib) ihukum iinternasional iantara ilain; iWorld iTrade iOrganization iAgreement i(WTO), iWorld iIntellectual iProperty iOrganization i(WIPO), iTrade-Related iAspect iIntellectual iProperty iRights i(TRIPs). i3) iKonsep iideal iaudit ihak ikekayaan iintelektual idalam imenjaga ikepentingan iekonomi iperusahaan idapat idilakukan imelalui iaudit iinternal idan ieksternal, iyang iberfokus ipada ia) iPengelolaan iBaru iKekayaan iIntelektual; ib) iMerger, iAkuisisi, iJoint iVenture; ic) iPengalihan iatau iKepentingan iPengalihan iKekayaan iIntelektual; id) iProgram iPerjanjian iLisensi; ie) iTransaksi iKeuangan iyang iMelibatkan iKekayaan iIntelektual. 
Kata kunci: konsep, ideal, audit, hak kekayaan intelektual, keamanan, ekonomi, Perusahaan.
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PENDAHULUAN 
Nilai ekonomis dari sebuah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Hak Cipta. Tidak jarang melesat jauh dari aset fisiknya, bahkan terkadang bisa terjadi pada karya cipta yang terlihat sepele dan tidak terlalu sulit untuk dibuat. Misalnya, karakter Mickey Mouse yang diciptakan oleh Walt Disney. Dari sekian banyak karakter yang berada di bawah naungan Disney, karakter yang paling mengakar dan diingat hingga saat ini adalah Mickey Mouse. The Walt Disney Company telah menjelma menjadi salah satu perusahaan dengan portofolio kekayaan intelektual terbesar di dunia, yang berkontribusi signifikan terhadap kesuksesan globalnya. Kesuksesan ini terutama terlihat dari kemampuannya dalam mengelola dan memanfaatkan aset hak kekayaan intelektual secara optimal. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Disney mencatatkan pendapatan sebesar 70 miliar dolar Amerika, dengan sekitar 66% di antaranya berasal dari pemanfaatan hak cipta.[footnoteRef:1] [1:  Am Badar & Am Badar AB. 2021. https://ambadar.co.id/patent/kesuksesan-the-walt-disney-company-dengan kekayaan-intelektual/. Diakses Maret 2022] 

Beberapa kasus pelanggaran kekayaan intelektual juga dapat menunjukkan kepada kita betapa Hak Kekayaan Intelektual memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Diantaranya kasus yang terjadi antara Intel Corp dengan VLSI Technology menjadi salah satu pelanggaran paten terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Dalam kasus ini, melalui juri Federal di Texas menyatakan bahwa Intel Corp harus membayar ganti rugi sebesar 2,18 milyar USD. Intel disebut telah melanggar dua paten milik VLSI Technology. Besaran dendanya adalah 1,5 miliar USD untuk pelanggaran pertama dan 675 juta USD untuk pelanggaran kedua.[footnoteRef:2] Sengketa yang sama juga dialami oleh perusahaan Aplple dengan Personalized Media Communications LLC (PMC). Dalam kasus ini, perusahaan teknologi Apple dikenakan sanksi sebesar 308 juta USD. Putusan denda terhadap Apple dijatuhkan oleh juri federal di negara bagian Texas, Amerika Serikat, setelah perusahaan tersebut dinyatakan melanggar hak paten milik perusahaan lisensi PMC.[footnoteRef:3] Selain sengketa tersebut, Apple juga terlibat dalam perselisihan hukum terkait pelanggaran paten dengan perusahaan telekomunikasi Optis Wireless Technology. Dalam perkara ini, Apple dituduh menggunakan teknologi 4G/LTE milik Optis tanpa izin pada sejumlah produknya, seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch. Juri Pengadilan Federal Texas memutuskan bahwa Apple telah melakukan pelanggaran paten dan menjatuhkan kewajiban pembayaran kompensasi royalti sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 4,3 triliun kepada pihak Optis.[footnoteRef:4] [2:  Kompas.com. 2021. "Two Violations That Got Intel Fined RP. 31.Trillion." https://tekno.kompas.com/read/2021/03/04/07000007/dua-pelanggaran-yang-membuat-intel-didenda-rp-31 triliun. Diakses Maret 2022]  [3:  Hari Darmawan & Choirul Arifin. Techno Tribune. 2021. "Apple Fined 308 Million USD for Patent Infringement" https://www.tribunnews.com/techno/2021/03/25/apple-didenda-308-juta-dolar-as-karena pelanggaran-hak-paten. Diakses Maret 2022]  [4:  Kompas.com. 2021. "Apple Fined Rp. 4.3 Trillion for iPhone, iPad and Apple Watch". https://tekno.kompas.com/read/2021/08/17/16100097/apple-didenda-rp-4-3-triliun-gara-gara-iphone-dan-ipad. Diakses Maret 2022] 

Beberapa data dalam jumlah uang yang cukup besar yang merupakan nilai ekonomi dari Hak Kekayaan Intelektual. Dalam riset yang dilakukan oleh AkamaiTechnologies, Laporan Pirates in the Outfield yang dirilis oleh Inc mencatat bahwa sepanjang periode Januari hingga September 2021, aktivitas streaming dan unduhan tanpa lisensi resmi mencapai angka 3,7 miliar kali. Di Amerika Serikat, praktik pembajakan ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, yakni sekitar 29,2 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, atau setara dengan Rp 417,56 triliun. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa 61,5 persen konsumen mengakses situs pembajakan secara langsung, sementara 28,6 persen lainnya secara aktif mencari situs-situs ilegal tersebut. Aktivitas pembajakan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan risiko keamanan internal organisasi dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang lebih luas. Berikut ini adalah gambaran tren pembajakan menurut penelitian tersebut:
1) Sepanjang periode Januari hingga September 2021, jumlah kunjungan ke situs web pembajakan secara global tercatat mencapai 132 miliar kali. Angka ini mencerminkan tingginya intensitas akses terhadap konten digital ilegal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
2) Industri yang paling terdampak oleh aktivitas pembajakan digital adalah sektor televisi, dengan total kunjungan mencapai 64 miliar kali. Disusul oleh industri penerbitan dengan 30 miliar kunjungan, sektor film sebanyak 14,5 miliar, musik sebesar 10,8 miliar, serta video game dan perangkat lunak komputer modern dengan 8,9 miliar kunjungan.
3) Berdasarkan distribusi geografis, Amerika Serikat menempati posisi teratas sebagai negara dengan kunjungan terbanyak ke situs pembajakan, yakni 13,5 miliar kali. Diikuti oleh Rusia (7,2 miliar), India (6,5 miliar), Tiongkok (5,9 miliar), dan Brasil (4,5 miliar), yang secara kolektif menunjukkan tren pembajakan yang masif di berbagai belahan dunia.[footnoteRef:5] [5:  Monica Wareza, CNBC Indonesia. 2022. "Here's the Trend of Online Piracy in 2021, Horror?". https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220201083508-37-311999/begini-tren-pembajakan-online-di-2021 ngeri. Diakses Maret 2022] 

Sedikit gambaran di atas menunjukkan bahwa negara yang paling dirugikan oleh pembajakan adalah Amerika Serikat, hal ini dikarenakan banyaknya karya-karya warga negara Amerika yang tersebar hampir di seluruh dunia. Berdasarkan laporan survei yang dilakukan oleh Ipsos Public Affairs di 32 negara, termasuk Indonesia, Tiongkok, Vietnam, Rusia, Australia, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan, diperoleh data bahwa Indonesia menempati posisi ketujuh dalam penggunaan perangkat lunak bajakan, dengan tingkat penggunaan mencapai 65 persen. Survei ini dilaksanakan melalui metode wawancara individu dan daring, mencerminkan tren pembajakan software secara global.
Presiden dan CEO Business Software Alliance (BSA), Robert Holleyman, menyatakan bahwa pada tahun sebelumnya, ratusan juta pelaku pembajakan diperkirakan telah memperoleh keuntungan mencapai 59 miliar dolar Amerika Serikat dari distribusi perangkat lunak ilegal. Ia menambahkan bahwa selain melalui jalur penegakan hukum, upaya edukasi terhadap pelaku usaha maupun individu terkait cara-cara memperoleh perangkat lunak secara sah juga diperlukan guna menekan tingkat pembajakan.
Adapun data yang dirilis memperlihatkan persentase penggunaan perangkat lunak ilegal di berbagai negara. Beberapa di antaranya adalah: Tiongkok (86%), Nigeria (81%), Vietnam (76%), Ukraina (69%), Indonesia (69%), Malaysia (68%), Thailand (65%), Arab Saudi (62%), Korea Selatan dan Meksiko (60%), Brasil (55%), Kolombia (54%), Rusia (52%), serta negara-negara Eropa seperti Spanyol, Jerman, dan Italia (masing-masing 50%). Di sisi lain, negara-negara dengan tingkat pembajakan terendah termasuk Jepang (29%), Kanada (27%), Prancis (26%), Jerman (21%), Belanda (20%), dan Afrika Selatan (20%). Data ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam kepatuhan terhadap regulasi hak kekayaan intelektual antara negara maju dan berkembang.[footnoteRef:6] [6:  Time. Co.2011. "Indonesia Ranks 7th in Pirated Software Users". https://tekno.tempo.co/read/354992/indonesia peringkat-7-pengguna-software-bajakan. Diakses Maret 2022] 

Di Indonesia sendiri, BSA baru-baru ini mengungkapkan bahwa tingkat pembajakan program komputer di tanah air mencapai 83% dengan total perkiraan kerugian mencapai 1,9 miliar USD atau setara dengan Rp 16 triliun. Indonesia merupakan negara dengan pengguna software bajakan terbanyak di tingkat perusahaan di kawasan Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik.[footnoteRef:7] Praktik pembajakan program komputer menimbulkan dampak merugikan yang signifikan. Selain merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, penggunaan perangkat lunak ilegal juga meningkatkan kerentanan terhadap ancaman siber, termasuk infeksi malware dan virus berbahaya. Lebih lanjut, tingginya tingkat peredaran barang bajakan di dalam negeri dapat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam menjalin kerja sama internasional, khususnya dalam menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.[footnoteRef:8] [7:  Adi Renaldi. 2019. "Suevey: The Majority of Indonesian Companies Still Use Pirated Software". https://www.vice.com/id/article/bjwb3a/survei-mayoritas-perusahaan-indonesia-masih-pakai-cari-software komputer-bajakan. Diakses Maret 2022]  [8:  DJKI Admin. 2019. "Seriously Prevent Software Taxation, DJKI Inspects RTC Bali". https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/serius-cegah-pembajakan-software-djki-sidak-rtc-bali?kategori=liputan penyidikan-ki. Diakses Maret 2022] 

Sebagai respons terhadap tingginya angka pembajakan program komputer di Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) pernah mengambil langkah preventif dengan mengirimkan surat berbentuk direct mailer kepada sekitar 10.000 pengguna perangkat lunak. Surat tersebut berisi imbauan agar masyarakat, khususnya pelaku usaha dan kalangan bisnis, beralih menggunakan perangkat lunak legal. Di samping itu, Ditjen HKI juga menjalin kerja sama kelembagaan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 10 Juni 2003, sebagai upaya untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum di bidang pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dalam rangka meningkatkan koordinasi antarinstansi, pemerintah juga merancang pembentukan tim terpadu penanggulangan pelanggaran HKI yang melibatkan unsur kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan dan Hak Asasi Manusia, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tim ini diharapkan mampu merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih terarah dan komprehensif, termasuk dalam memberantas praktik pembajakan secara nasional.[footnoteRef:9] [9:  Suara Karya August 2, 2003, Memerangi Pembajakan dengan Hukum Hak Cipta. Selain itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga mensosialisasikan slogan “Stop Pembajakan”. Namun, sejauh ini belum diketahui data mengenai hasil dan efektivitasnya. Penulis berpendapat bahwa memerangi pembajakan atas pelanggaran hak kekayaan intelektual di negeri ini sama sulitnya dengan memerangi teroris. Banyak komponen yang harus berjalan beriringan dalam memerangi pembajakan. Komponen-komponen tersebut adalah: aparat penegak hukum terkait, percepatan perbaikan ekonomi makro, perubahan pola bisnis bagi pelaku usaha untuk produk-produk tertentu, UUHC yang memadai, kampanye budaya malu secara sosiologis perlu digulirkan secara efektif. Komponen-komponen tersebut harus berjalan bersama-sama. Artinya, razia yang rutin dilakukan, ancaman hukuman pembajakan yang berat dalam UUHC, tidak akan efektif mengurangi pembajakan jika harga produk asli masih tinggi bagi kantong sebagian besar anggota masyarakat.] 

Jika ditinjau dari peta pembajakan hak cipta di sektor industri hiburan, Indonesia masih termasuk dalam kategori negara dengan tingkat pelanggaran yang tinggi. Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh maraknya praktik pembajakan diperkirakan mencapai angka triliunan rupiah, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual (HAKI). Deputi Fasilitasi HAKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Ari Juliano Gema, menyatakan bahwa rendahnya apresiasi terhadap hak cipta orang lain menjadi faktor utama tingginya angka pembajakan di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) pada tahun 2017, kerugian akibat pembajakan musik diperkirakan mencapai Rp 8,4 triliun, sementara pembajakan DVD dan aktivitas pengunduhan ilegal menyebabkan kerugian tambahan sebesar Rp 1,4 triliun.[footnoteRef:10] [10:  Wine Drinks. 2019. "Copyright Piracy in Indonesia Is Still High". https://mediaindonesia.com/nusantara/258462/pembajakan-hak-cipta-di-indonesia-masih-tinggi. Diakses Maret 2022] 

Data jumlah kerugian di atas sebenarnya bermaksud untuk memberikan kita informasi bahwa begitu besar nilai ekonomi yang terkandung dalam sebuah hak cipta, yang seringkali sisi ekonomi inilah yang ingin diperjuangkan melalui jalur hukum, bahkan hal ini juga banyak dilakukan hingga ke tahap antar negara. Dengan demikian, melihat sisi ekonomi yang besar dari HAKI, telah mengubah posisi HAKI yang semula hanya sebagai hak perorangan atau korporasi, menjadi isu antarnegara.[footnoteRef:11] [11:  Sebagai contoh Perwakilan Amerika Serikat (USTR. Indonesia sebagai negara yang masuk dalam kelompok Priority Watch List, artinya negara yang penegakan hukumnya masih dianggap lemah di bidang pelanggaran HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. Kelemahan penegakan hukum tersebut, menurut USTR, adalah di bidang hak cipta (program komputer, CD, VCD. dan paten obat. Indonesia tidak sendirian dalam hal ini, termasuk dalam kelompok ini adalah: Korea Selatan, Israel, RRC, Afrika Selatan. Yang memprihatinkan adalah ancaman Special Article 301 (hukum perdagangan AS). Pada tahun 2000 atas rekomendasi IIPA (International Intellectual Property Alliance), menempatkan Indonesia sebagai negara yang masuk dalam Watch list tanpa “Prioritas”. Hal yang sama juga pernah dialami Indonesia pada tahun 1986 saat maraknya pembajakan kaset-kaset dalam negeri yang dibuat oleh warga negara AS di Indonesia. AS mengancam akan mencabut GSP (General System of Preference. jika Indonesia tidak melakukan perubahan terhadap UUHC 1982] 

Berdasarkan laporan United States Trade Representative (USTR), industri di Amerika Serikat mengalami kerugian sekitar 253 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2002 akibat tingginya tingkat pembajakan hak cipta yang terjadi di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar sepertiga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain kerugian ekonomi, USTR juga menyoroti permasalahan struktural dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait lamanya proses penyelesaian kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual hingga mencapai tahap pengadilan serta rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pembajakan.[footnoteRef:12] Situasi lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI) di Indonesia mendorong United States Trade Representative (USTR) untuk kembali memasukkan Indonesia ke dalam daftar Priority Watch List (PWL) pada tahun 2021. Status ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi perhatian utama dalam hal pelanggaran HAKI di tingkat global. Namun demikian, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami hal serupa. Sebagai bentuk respons, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya menjalin kerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri guna memperkuat strategi nasional dalam mengeluarkan Indonesia dari daftar PWL yang telah disandang selama lebih dari 15 tahun. Status tersebut dinilai memberikan dampak signifikan, baik secara nasional maupun dalam hubungan internasional. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) telah merumuskan lima program utama, yaitu: penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham), penandatanganan perjanjian kerja sama dengan para pemangku kepentingan, pengadaan sarana penyidikan, pelatihan bagi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta pembentukan jabatan fungsional khusus penyidik.[footnoteRef:13] Selain Indonesia, terdapat sembilan negara lain yang juga dimasukkan ke dalam Priority Watch List oleh United States Trade Representative (USTR). Negara-negara tersebut dinilai belum memberikan perlindungan hukum yang memadai dan belum menjalankan penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, secara efektif. Pada tahun 2021, pemerintah Amerika Serikat mencatat bahwa terdapat setidaknya 32 negara mitra dagang yang dinilai belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Kondisi ini dianggap merugikan industri Amerika Serikat, terutama dalam sektor yang terkait dengan hak cipta.[footnoteRef:14] [12:  Suwantin Oemar, Indonesia Priority watch list, USTR:" Weak Enforcement of INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS", Service Analysis, Rabu 14-5-2003.]  [13:  Directorate General of Intellectual Property, Indonesia Issues Priority Watch List? DJKI and the Criminal Investigation Branch of the National Police Form an Operation Task Force Related to Intellectual Property Infringement, DJKI, August 12, 2021, https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/indonesia-keluar-priority-watch-list djki-dan-bareskrim-polri-bentuk-satgas-operasi-terkait-pelanggaran-kekayaan intelektual?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri , diakses Rabu, 17 Maret, 2022 at 10.03 WIB]  [14:  USTR, 2021 Special 301 Report, US: Office of the United States Trade Representative, p. 5] 

Global Innovation Policy Center (GIPC) yang berada di bawah naungan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) menilai bahwa kawasan Asia Tenggara (ASEAN) memiliki tingkat kompetisi yang cukup tinggi dalam hal penerapan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam laporan tahun 2018 berjudul Create, GIPC merilis indeks penilaian terhadap sistem HKI di 50 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa Singapura berada di posisi terdepan di antara negara-negara ASEAN dengan menempati peringkat kesembilan secara global. Malaysia berada pada posisi ke-22, diikuti oleh Brunei Darussalam di peringkat ke-35, Filipina di posisi ke-38, serta Vietnam dan Thailand yang sama-sama menduduki peringkat ke-40. Sementara itu, Indonesia berada di posisi ke-43. Negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam masih menghadapi tantangan dalam membangun program jangka panjang yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga pemerintah dalam pelaksanaan dan penguatan sistem perlindungan HKI secara efektif.[footnoteRef:15] [15:  Ester Christine N, Indonesia Is Not Ambitious in IP Protection, CNBC Indonesia, 7 Maret, 2018, https://www.cnbcindonesia.com/news/20180307075059-4-6444/indonesia-tidak-ambisius-dalam-perlindungan haki , diakses pada hari Kamis, 17 Maret 2022 pukul 10.11 WIB] 

Pernyataan Masalah
1. Mengapa perlu dilakukan audit Hakekat Kekayaan Intelektual bagi perusahaan untuk mengamankan kepentingan ekonomi perusahaan?
2. Sejauh mana regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual mampu mengakomodir kepentingan ekonomi perusahaan?
3. Bagaimana konsep ideal agar audit HAKI menjadi suatu keharusan dalam rangka mengamankan kepentingan ekonomi perusahaan?

KERANGKA TEORITIS 
Potensi komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual dan potensi kerugian akibat Hak Kekayaan Intelektual, maka sangat bijaksana untuk melakukan Audit Kekayaan Intelektual (Audit KI) terhadap perusahaan yang sudah mapan dalam menjalankan kegiatan usaha. IP Audit sebenarnya merupakan review (tinjauan ulang secara sistematis terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki, digunakan, diusulkan untuk digunakan, atau diperoleh perusahaan). Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi semua hak kekayaan intelektual yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan dan mempertimbangkan cara-cara yang tepat untuk memberikan perlindungan, terutama dari berbagai bentuk pelanggaran. Dari sudut pandang manajer, audit semacam ini dapat membantu perusahaan untuk menentukan strategi pengembangan dan juga mengoptimalkan hasil dari unit kekayaan intelektual milik perusahaan. Proses untuk melakukan audit IP biasanya melalui beberapa tahap, antara lain: Inisiasi, identifikasi, konsolidasi, penilaian, transfer, dan edukasi.[footnoteRef:16] [16:  Srijoy Das, Panduan Praktis Audit Kekayaan Intelektual, Pada level Inisiasi Tindakan yang dilakukan untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkup audit yang akan dilakukan. Pada Identifikasi Tindakan yang dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh hak kekayaan intelektual yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan. Konsolidasi Artinya menggabungkan atau mengkonsolidasikan data yang diperoleh dari hasil identifikasi untuk selanjutnya menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk setiap aset yang berhasil diidentifikasi. Penilaian, Setelah aset kekayaan intelektual diidentifikasi, termasuk mengenai rahasia dagang (perusahaan., lisensi, estimasi harga, harga baru yang dibuat. Pengalihan, yaitu langkah untuk mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk pengalihan hak kekayaan intelektual dan mendaftarkan perjanjiannya.] 

Deborah sendiri menambahkan beberapa saran strategis untuk melindungi aset kekayaan intelektual dalam perusahaan sebagai berikut:
1. melakukan audit kekayaan intelektual secara berkala untuk mengidentifikasi aset kekayaan intelektual dan perbaikannya; 
2. menunjuk komite yang terdiri dari anggota tim penjualan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan untuk membahas produk dan layanan perusahaan secara berkala untuk memastikan bahwa perusahaan mengenali modal intelektualnya; 
3. menentukan cara yang tepat untuk melindungi aset tersebut dari pelanggaran dan menggunakan aset tersebut untuk menghasilkan pendapatan;
4. mengontrol akses dan menandai informasi rahasia dagang sebagai informasi yang dilindungi atau rahasia;
5. meninjau majalah dan jurnal perdagangan untuk memantau kegiatan pesaing dan untuk memastikan bahwa pesaing tidak melanggar aset kekayaan intelektual perusahaan; 
6. membuat kebijakan kepatuhan terhadap kekayaan intelektual untuk memberikan informasi dan pelatihan kepada karyawan dan pihak lain mengenai penggunaan aset kekayaan intelektual perusahaan; 
7. melakukan tinjauan rutin terhadap situs web mereka sendiri dan situs web pesaing untuk memastikan bahwa materi yang diposting di situs-situs tersebut tidak melanggar;
8. h. Mempekerjakan penasihat hukum yang berpengalaman segera setelah ada klaim pelanggaran kekayaan intelektual yang mungkin timbul, baik atas nama atau terhadap perusahaan; 
9. Menyelidiki kemungkinan mendapatkan perlindungan asuransi untuk klaim yang dibuat terhadap perusahaan atas pelanggaran kekayaan intelektual.[footnoteRef:17] [17:  Deborah, opcit p.14] 

Melihat hak kekayaan intelektual dari perspektif ekonomi, tidak jarang hak kekayaan intelektual mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seperti yang ditulis oleh Stuart E. Eizenstat, disebutkan bahwa perlindungan terhadap inovasi merupakan hal yang esensial bagi pertumbuhan negara maju maupun negara berkembang di masa depan. Ada korelasi langsung antara perlindungan hak kekayaan intelektual suatu negara - paten, hak cipta, merek dagang - dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara tersebut.
Bagi banyak negara berkembang, hak kekayaan intelektual (HKI) pada mulanya dipandang sebagai konsep yang bersifat sementara dan kurang relevan dengan kebutuhan domestik. Namun, seiring waktu, semakin disadari bahwa pengelolaan HKI yang serius dan terarah dapat menghasilkan manfaat nyata serta berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan inovasi nasional. Tanpa adanya sistem perlindungan yang memadai terhadap rahasia dagang, paten, hak cipta, dan merek dagang, negara apapun tahap perkembangannya berisiko kehilangan potensi besar yang dimilikinya dalam sektor kreatif dan teknologi.
Dalam kasus demi kasus, perlindungan hak kekayaan intelektual telah menjadi landasan bagi investasi dalam dan luar negeri, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa berkat perlindungan hak cipta yang baik, teknologi telah meningkat di sektor perangkat lunak, yang menyumbang hampir tiga perempat juta lapangan kerja pada tahun 1996-1997 dan pendapatan dari sektor pajak diperkirakan mencapai 21 miliar dolar AS pada tahun yang sama. Kesempatan kerja ini dinikmati oleh hampir semua negara, mulai dari alfabet, Argentina hingga Vietnam. Contoh lain dari keberhasilan perlindungan hak cipta di bidang audio visual. Siprus pada tahun 1990, sebelum diberlakukannya hak cipta, hanya memiliki dua gedung bioskop, namun setelah adanya upaya perlindungan hak cipta kini telah memiliki 34 gedung bioskop dan sedang dikembangkan fasilitas multipleks.
Di kawasan Asia, khususnya dalam industri rekaman suara seperti kaset, CD, dan Digital Video Disc (DVD), dampak perlindungan hak cipta terhadap pertumbuhan ekonomi tampak semakin signifikan. Sekitar satu dekade yang lalu, sektor musik diperkirakan mengalami kerugian hingga 400 juta dolar Amerika Serikat setiap tahunnya akibat pelanggaran hak cipta. Namun, sejak diterapkannya berbagai kebijakan legislatif dan diperkuatnya penegakan hukum di bidang hak cipta, pasar industri musik di Asia menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan mengesankan.
Pada tahun 1996, Brasil mampu menyerap investasi sebesar dua miliar dolar AS di sektor farmasi. India, di sisi lain, mungkin merupakan contoh yang menarik tentang apa yang dapat terjadi jika perlindungan hak kekayaan intelektual tidak dilakukan secara seimbang. Keahlian, ketekunan, dan keuletan para insinyur India sangat dikagumi oleh dunia. Namun, mengapa perkembangan bioteknologi dan farmasi stagnan, padahal sektor teknologi informasi yang berkembang sedang meledak? Jawabannya adalah karena India belum memberikan perlindungan paten untuk produk-produk farmasi. Akibatnya, tidak ada ilmuwan dan perusahaan yang berbasis di India yang akan mengembangkan atau memasarkan produk farmasi yang inovatif.[footnoteRef:18] [18:  Stuart E. Eizenstat, U.S. Deputy Secretary of the Treasury, Protection of Intellectual Property Rights and Emerging Economies, This article was created while the author was still serving as Assistant Secretary of State for Economy, Business and Agriculture of the United States.pp. 1-3] 

Beberapa survei yang dilakukan oleh negara-negara anggota WIPO terkait kontribusi hak cipta terhadap perekonomian nasional telah dilakukan oleh beberapa negara. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan data yang pasti mengenai persentase kontribusi hak cipta pada industri berbasis hak cipta tertentu terhadap perekonomian nasional sehingga dapat diambil langkah-langkah yang relevan untuk pengambilan kebijakan yang tepat. Berdasarkan hasil survei tahun 2015 yang dilakukan oleh beberapa negara menunjukkan bahwa kontribusi industri berbasis hak cipta terhadap PDB Amerika Serikat mengalami peningkatan sebesar 11,25%. Sementara itu, di Australia, kontribusi hak cipta terhadap PDB berkisar antara rata-rata 6,70-6,80%; Di Belanda, angkanya sebesar 5,90%; untuk tahun 2015. Sedangkan di Finlandia mencapai 4,90%.[footnoteRef:19] [19:  WIPO, Panduan untuk Melakukan Survei Kontribusi Ekonomi Industri Berbasis Hak Cipta, Jenewa 2015, hlm. 14-16. WIPO telah membuat panduan atau referensi yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota dalam melakukan survei kontribusi industri berbasis hak cipta terhadap perekonomian nasional. Buku setebal 104 halaman ini berisi prosedur lengkap termasuk metode pelaksanaan termasuk klasifikasi haik cipta untuk memudahkan pelaksanaan survei.] 

Pada tahun 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengungkapkan bahwa sektor ekonomi kreatif yang berbasis pada kekayaan intelektual (KI) memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan nilai mencapai Rp1.105 triliun. Nilai tersebut merepresentasikan sekitar 7 persen dari rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun yang sama. Secara global, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam hal kontribusi kekayaan intelektual terhadap PDB di sektor ekonomi kreatif, berada di bawah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas.[footnoteRef:20] [20:  CNN Indonesia, Third Indonesian Intellectual Property in the World Behind the US and South Korea, CNN Indonesia, April 26, 2021, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210426121213-92-634755/kekayaan intelektual-ri-ketiga-di-dunia-setelah-as-dan-korsel accessed on Thursday, March 17, 2022 at 11.33 WIB.] 



METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang diteliti.[footnoteRef:21] Dalam rangka menjawab pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian, digunakan tiga jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.  [21:  Johnny Ibrahim, Theory and Methodology of Normative Legal Research (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), p. 101] 

Adapun sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Mengingat penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian hukum normatif dan empiris, maka data yang dikaji meliputi sumber data primer, sekunder, serta tersier.[footnoteRef:22] [22:  Soekanto and Mamudji, Normative Legal Research, A Brief Review.] 

Teknik penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan analisis yang dilakukan secara kritis. Seluruh data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif, yakni dengan memberikan penjelasan dan uraian secara menyeluruh dan mendalam (holistik/verstehen), untuk menggambarkan substansi permasalahan secara utuh.[footnoteRef:23] [23:  Sugiyono, "Quantitative, Qualitative and R&D Research Methods," 26th (Bandung: Cv. Alfabeta, 2018), p. 34.] 




HASIL PENELITIAN 
AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PERUSAHAAN PERLU DILAKUKAN UNTUK MENGAMANKAN KEPENTINGAN EKONOMI PERUSAHAAN
Dalam menghadapi dinamika dunia usaha yang semakin kompetitif, diperlukan ketangguhan dan strategi adaptif untuk menjaga keberlangsungan dan daya saing bisnis. Salah satu elemen penting dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan ini merupakan output dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai media komunikasi informasi keuangan maupun aktivitas operasional perusahaan kepada berbagai pihak yang memerlukan data tersebut untuk pengambilan keputusan. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan perusahaan guna memperkuat ketahanan dan meningkatkan daya saing adalah melalui pemanfaatan peran auditor internal secara optimal.[footnoteRef:24] [24:  Muhammad Yaufie Rizky & Dadang Rahmat. "The role of effective internal audit in preventing fraud in financial at PT. Good Indo Teknik". p. 1 http://repository.stei.ac.id/1350/1/Jurnal%20Publikasi%20B.indonesia%20 %20Muhammad%20Yaufie%20Rizky%20%2811157000717%29.pdf.] 

Auditor internal merupakan pihak yang menjalankan fungsi audit di lingkungan internal perusahaan, dengan tugas utama melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Selain itu, auditor internal juga berperan dalam mengevaluasi kesesuaian operasional perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait.[footnoteRef:25] [25:  Agoes. 2012. Auditing for Public Accounting Firms Third Edition. Jakarta: FE UI. Page 204] 

Setiap perusahaan memerlukan sistem pengendalian internal yang efektif guna memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan operasional perusahaan perlu diawasi secara menyeluruh, dan seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia harus dikelola serta dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks ini, Tuanakotta menyatakan bahwa tujuan utama dari audit adalah meningkatkan tingkat kepercayaan para pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang disajikan. Kepercayaan tersebut dibangun melalui pemberian opini profesional oleh auditor, yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.[footnoteRef:26] [26:  Tuannakotta, et al., 2013. ISA (International Standard on Auditing) Based Auditing. Jakarta: salemba four; p. 84] 

Menurut Arens, audit bertujuan untuk memberikan penilaian profesional dari auditor kepada para pengguna laporan keuangan terkait kewajaran penyajian laporan tersebut. Penilaian ini berupa opini auditor yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun secara wajar dan bebas dari kesalahan yang material, sesuai dengan kerangka akuntansi keuangan yang berlaku. Opini tersebut berfungsi untuk meningkatkan tingkat keyakinan para pihak yang berkepentingan terhadap keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.[footnoteRef:27] [27:  Arens, Alvian Randal J, and Mark S. Beaslyey. 2015. Auditing and Assurance Services Integrated Approach. Volume I- Edition 15. Jakarta: Erlangga. Page 168] 

Terdapat 3 jenis audit menurut Arens, antara lain:[footnoteRef:28] [28:  Ibid, p. 32] 

1) Audit Operasional
Audit operasional memiliki tujuan utama untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan prosedur operasional di berbagai divisi dalam suatu perusahaan. Hasil dari audit ini umumnya berupa rekomendasi strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Berbeda dengan audit keuangan yang berfokus pada aspek pelaporan keuangan, audit operasional mencakup ruang lingkup yang lebih luas, termasuk divisi akuntansi, produksi, pemasaran, teknologi informasi, dan unit kerja lainnya. Dalam pelaksanaannya, auditor operasional sering kali berperan menyerupai konsultan manajemen, karena standar evaluasi yang digunakan lebih merujuk pada kebijakan dan prosedur internal perusahaan daripada standar audit keuangan yang bersifat umum. Oleh sebab itu, audit operasional cenderung mengandung unsur subjektivitas yang lebih tinggi.
2) Audit Kepatuhan 
Audit kepatuhan bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prosedur, regulasi, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Berbeda dengan audit atas laporan keuangan yang hasilnya disampaikan kepada pemangku kepentingan eksternal seperti Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), laporan hasil audit kepatuhan disampaikan secara internal kepada pihak manajemen. Hal ini karena manajemen merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi aturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan operasionalnya.
3) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 
Jenis audit yang paling umum dilakukan oleh auditor adalah audit atas laporan keuangan. Audit ini bertujuan untuk menilai apakah laporan keuangan dan informasi yang terkandung di dalamnya telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar atau kriteria akuntansi yang berlaku. Kriteria tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara, seperti Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di Amerika Serikat, International Financial Reporting Standards (IFRS) di negara-negara Uni Eropa, serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia. Audit jenis ini sangat penting untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi keuangan secara wajar dan transparan.
Dalam pelaksanaan audit, auditor dapat melakukan berbagai jenis audit yang disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan yang ingin dicapai. Menurut Agos, berdasarkan klasifikasinya, audit dapat dibedakan menjadi empat kategori utama, yaitu:[footnoteRef:29] [29:  Agoes. Op. Cit. Page 14] 

1) Audit Operasional 
Audit operasional merupakan suatu bentuk pemeriksaan terhadap aktivitas operasional perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen, dengan tujuan menilai sejauh mana kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Efisiensi merujuk pada pencapaian hasil atau manfaat yang telah ditetapkan dengan tingkat biaya tertentu. Efektivitas diartikan sebagai kemampuan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan dalam jangka waktu yang ditentukan. Sementara itu, aspek ekonomis mencerminkan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang optimal atau maksimal dengan pengorbanan yang rendah.
2) Audit Kepatuhan 
Audit dilaksanakan untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan secara internal oleh manajemen dan dewan komisaris, maupun yang bersumber dari otoritas eksternal seperti pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lembaga terkait lainnya. Pelaksanaan audit dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternal, maupun oleh unit audit internal yang berada di dalam struktur organisasi Perusahaan.
3) Audit Internal 
Audit yang dilakukan oleh unit audit internal perusahaan mencakup pemeriksaan atas laporan keuangan, catatan akuntansi, serta kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit internal umumnya dilaksanakan dengan tingkat kedalaman dan detail yang lebih tinggi dibandingkan audit umum yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Meskipun demikian, auditor internal tidak memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan, mengingat posisi mereka sebagai bagian dari organisasi dinilai kurang independen oleh pihak eksternal. Laporan hasil audit internal biasanya memuat temuan terkait penyimpangan atau indikasi kecurangan, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, serta rekomendasi tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan.
4) Audit Komputer 
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang menggunakan sistem Electronic Data Processing (EDP) dalam pengolahan data akuntansinya merupakan audit yang difokuskan pada evaluasi keandalan sistem informasi berbasis teknologi. Audit ini bertujuan untuk menilai apakah sistem EDP yang digunakan mampu memproses data akuntansi secara akurat, andal, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta apakah sistem tersebut memiliki pengendalian internal yang memadai untuk mencegah kesalahan dan kecurangan.
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kini telah berkembang menjadi komoditas bisnis yang bernilai strategis. Perusahaan tidak lagi memandang HAKI sekadar sebagai aset tidak berwujud yang bersifat pelengkap dalam aktivitas usaha, melainkan sebagai elemen vital yang melekat erat pada daya saing pasar dan kekuatan ekonomi. HAKI telah menjadi instrumen penting dalam menciptakan nilai tambah, memperkuat posisi perusahaan di pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
Mengingat potensi komersialisasi HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL dan potensi kerugian akibat HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, maka sangat bijaksana jika melakukan Audit Kekayaan Intelektual (IP Audit) bagi perusahaan yang sudah mapan dalam menjalankan kegiatan usaha. Audit Kekayaan Intelektual sejatinya adalah suatu tinjauan sistematis atas HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL yang dimiliki, digunakan, diusulkan untuk digunakan, atau diperoleh perusahaan.
Tujuan utama dari pelaksanaan audit HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL adalah untuk mengidentifikasi seluruh hak kekayaan intelektual yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan dan mempertimbangkan cara-cara yang tepat untuk memberikan perlindungan terutama dari berbagai bentuk pelanggaran. Dari sisi manajer, audit tersebut dapat membantu perusahaan untuk menentukan strategi pengembangan dan juga mengoptimalkan hasil dari kesatuan hak kekayaan intelektual yang dimiliki atau digunakan perusahaan. Proses untuk melakukan audit IP biasanya melalui beberapa tahapan, antara lain: Inisiasi, identifikasi, konsolidasi, penilaian, transfer, dan edukasi.[footnoteRef:30] [30:  Srijoy Das, Panduan Praktis Audit Kekayaan Intelektual, Pada tahap Inisiasi, dilakukan tindakan untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkup audit yang akan dilakukan. Pada Identification, dilakukan identifikasi terhadap seluruh hak kekayaan intelektual yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan, Consolidation berarti menggabungkan atau mengkonsolidasikan data-data yang diperoleh dari hasil identifikasi untuk selanjutnya menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk setiap aset yang berhasil diidentifikasi, Valuation, setelah aset-aset kekayaan intelektual diidentifikasi, termasuk rahasia dagang (perusahaan), lisensi, dan estimasi harga baru dilakukan valuasi, Transfer, yaitu tahap menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk pengalihan hak kekayaan intelektual dan mendaftarkan perjanjian.] 

Ruang lingkup HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL yang diatur dalam Konvensi Paris adalah: Paten, Merek, Desain Industri, Model Utilitas, Nama Dagang, Persaingan Tidak Sehat, Indikasi Palsu. Berdasarkan pengaturan ini, tidak tampak bahwa Hak Cipta diatur dalam konvensi Paris. Hal ini dikarenakan pandangan pada saat itu menganggap bahwa hak cipta tidak bersentuhan dengan hal-hal yang berkaitan dengan industri, tetapi lebih berkaitan dengan masalah cipta, rasa, dan karsa.
Hak cipta sendiri diatur secara terpisah di luar Konvensi Paris, yaitu diatur dalam Konvensi Bern 1886. Dalam perkembangan selanjutnya, hak cipta juga mendapat perhatian tersendiri dalam UCC[footnoteRef:31] (Universal Copyright Convention). Jika dibandingkan antara Konvensi Bern dan UCC, perbedaannya sebenarnya terletak pada dasar filosofis yang mengaturnya. Konvensi Bern menganut dasar filosofi Eropa yang menganggap hak cipta sebagai hak alamiah dan bukan sebagai hak pribadi pencipta, sehingga menekankan sifat individualis yang memberikan hak monopoli. Sementara itu, UCC mencoba mempertemukan filosofi Eropa dengan filosofi Amerika (meskipun akhirnya ada filosofi Amerika yang dikedepankan) yang memandang hak monopoli yang diberikan kepada pencipta lebih sebagai upaya untuk memperhatikan masyarakat umum.[footnoteRef:32] [31:  UCC (Konvensi Hak Cipta Universal) mengalami revisi terakhir pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris. Konvensi ini terdiri dari 21 Pasal. Konvensi ini dibuat atas prakarsa UNESCO, oleh karena itu konvensi ini juga mengatur perlindungan terhadap karya-karya dari Badan Organisasi Internasional.]  [32:  Saidin, op.cit p. 139] 

Menurut Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Latin, salah satu alasan mengapa mereka tidak bersedia berpartisipasi dalam Konvensi Bern adalah karena konvensi ini tidak mengandung formalitas untuk realisasi hak cipta dan perlindungan darinya. Di sisi lain, dalam konsepsi Amerika, berbagai formalitas diperlukan untuk penciptaan hak cipta. Justru untuk menyatukan kedua sistem inilah UNESCO telah melakukan berbagai upaya dan menghasilkan Konvensi Hak Cipta Universal (Universal Copyright Convention/UCC).[footnoteRef:33] [33:  Sudargo Gautama, op.cit p. 89-80] 

Jika dikaitkan dengan keberadaan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization of 1967[footnoteRef:34] (Konvensi pendirian WIPO), dinyatakan dalam konvensi ini bahwa: Kekayaan Intelektual terdiri dari dua cabang: kekayaan industri; terutama dalam penemuan, merek dagang dan desain, dan hak cipta, terutama dalam karya sastra, musik, artistik, fotografi dan sinematografi. Dengan demikian, menurut konvensi ini, masih mirip dengan konvensi Paris yang masih memisahkan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam dua kelompok, yaitu yang berkaitan dengan industri seperti Paten, Merek, Desain, sedangkan hak cipta dianggap sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan industri. [34:  WIPO, Informasi Umum, Jenewa 1978.hal 6. WIPO adalah istilah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis dan Spanyol dikenal sebagai “WIPO”, dan dalam bahasa Rusia dikenal sebagai “BONC”. WIPO didirikan dan ditandatangani di Stockholm pada tahun 1967 namun baru mulai berlaku pada tahun 1970, secara historis keberadaan WIPO terkait dengan Konvensi Paris dan Konvensi Berne yang pada saat itu membutuhkan semacam biro atau sekretariat internasional dan pada tahun 1893 dibentuklah United Inernational Bureaux for the Protection of Intellectual Property, yang dikenal dengan nama “BIRPI” (dalam bahasa Perancis). Dalam perkembangannya, dalam praktiknya, tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh WIPO yang secara resmi ditetapkan sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1974, yang merupakan badan khusus keempat belas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.] 

Perusahaan melaksanakan audit terhadap aset kekayaan intelektual sebagai bagian dari proses evaluasi menyeluruh atas aktivitas bisnis yang dijalankan. Audit ini umumnya dilakukan dalam berbagai konteks, antara lain: (a) pengelolaan atas kekayaan intelektual baru; (b) kegiatan merger, akuisisi, atau pembentukan usaha patungan; (c) pengalihan atau kepentingan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual; (d) implementasi program lisensi; (e) adanya perubahan regulasi yang signifikan; (f) transaksi keuangan yang melibatkan aset kekayaan intelektual; serta (g) pengenalan produk atau layanan baru ke pasar.[footnoteRef:35] [35:  Leslie J Lott, Taking Stock of an Intellectual Property Inventory: How to Conduct an Intellectual Property Audit, source: http://www.patenfla.com/article/ipaidut.htm. 1998, Lott&Friedland, P.A., Miami, FL, no page, accessed November 14, 2013] 

Dalam pelaksanaannya, audit kekayaan intelektual berfokus pada tiga aspek utama. Pertama, konsultan HKI, advokat, atau tim internal perusahaan harus mengidentifikasi secara menyeluruh seluruh aset kekayaan intelektual yang dimiliki. Kedua, mereka perlu menelusuri dan menilai potensi persoalan yang berkaitan dengan status kepemilikan atau kekeliruan dalam penerapan maupun perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut. Ketiga, penting untuk menginventarisasi aset kekayaan intelektual yang belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai, guna memastikan potensi strategisnya tidak terabaikan.[footnoteRef:36] [36:  Nancy Baum Delain, The Intellectual Porperty Audit, Les Nouvelles, Vol. 38 No. 4,193-200, Dec. 2003, no page.] 


PERATURAN DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MAMPU MENGAKOMODASIKAN KEPENTINGAN EKONOMI PERUSAHAAN 
Dalam isistem ihukum inasional, iHak iKekayaan iIntelektual itelah idiatur idalam ibeberapa iperaturan iperundang-undangan iseperti, iUndang-Undang iNomor i31 iTahun i2000 itentang iDesain iIndustri, iUndang-Undang iNomor i32 iTahun i2000 itentang iDesain iTata iLetak iSirkuit iTerpadu, iUndang-Undang iNomor i30 iTahun i2000 itentang iRahasia iDagang, iUndang-Undang iNomor i29 iTahun i2000 itentang iPerlindungan iVarietas iTanaman, iUndang-Undang iNomor i13 iTahun i2016 itentang iPaten, iUndang-Undang iNomor i20 iTahun i2016 itentang iMerek, iUndang-Undang iNomor i28 iTahun i2014 itentang iHak iCipta, idan imasih ibanyak ilagi. iKepentingan ihukum iyang idilindungi idalam iregulasi iHKI iberguna iuntuk imelindungi iperlindungan, imendorong idan imemberi ipenghargaan ipada isetiap iinovasi idan imencegahnya imelalui isistem iinsentif, idan iduplikasi. iSingkatnya, iada idua icakupan iutama iHKI, iyaitu ihak icipta idan ihak iterkait i(Hak iCipta) idan ihak ikekayaan iindustri i(Hak iKekayaan iIndustri). iSementara iitu, idalam ilingkup iinternasional, iHKI idapat iditemukan idalam iPerjanjian iOrganisasi iPerdagangan iDunia i(WTO), iOrganisasi iKekayaan iIntelektual iDunia i(WIPO), iHak iKekayaan iIntelektual iAspek iPerdagangan i(TRIPs) idan ilain isebagainya.[footnoteRef:37] [37:  Admin Staff. 2021. "The Importance of Intellectual Property Rights Protection (IPR. In the business world". https://fh.unair.ac.id/en/pentingnya-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-HKI-dalam-dunia-bisnis/. Diaskes March 2022] 

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau pihak yang menciptakan, menemukan, atau merancang suatu karya yang memiliki nilai ekonomi. Perlindungan ini dapat diperoleh secara otomatis maupun melalui proses pendaftaran resmi pada lembaga yang berwenang. Pemberian hak tersebut bertujuan sebagai bentuk apresiasi, pengakuan, dan jaminan perlindungan hukum atas hasil karya intelektual yang dihasilkan.[footnoteRef:38] [38:  Andy O'Neill. "Brand Mapping and Industrial Design of MSMEs with the Potential for INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS in Kudus Regency Based on Geographic Information System Using Google MAP API", Proceedings of the National Seminar on Multi-Discipline and Call for Papers Unisbank (SENDI-U). ISBN: 978 979-3649- 81-8.] 

Kekayaan Intelektual memiliki 2 (dua) aspek utama, antara lain:[footnoteRef:39]  [39:  Kholis Roisah. 2015. Legal Concept of Intellectual Property Rights (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS): History, Definition and Philosophy of Recognition of INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS from Time to Time. Malang: Setara Press. p. 7] 

1) Proses dan hasil karya yang dimaksud mencakup spektrum yang luas, meliputi bidang seni, sastra, penemuan ilmiah, hingga inovasi teknologi, serta bentuk-bentuk lainnya yang lahir dari aktivitas kreatif manusia melalui kekuatan cipta, rasa, dan karsa.  
2) Setiap karya cipta atau penemuan yang memperoleh perlindungan hak cipta secara otomatis memberikan hak kepemilikan kepada pencipta atau penemunya. Sebagai bentuk hak milik, maka hak-hak tersebut harus dijamin dan dilindungi secara hukum untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak lain.
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang bersumber dari hasil kemampuan intelektual atau daya pikir manusia. Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Kelompok Hak Kekayaan Industri mencakup antara lain paten, merek, desain industri, rahasia dagang, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreativitas dan identitas yang telah dibangun oleh individu maupun perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pengenalan dan reputasi di tengah masyarakat.[footnoteRef:40] [40:  OK Saidin. 2015. Legal Aspects of Intellectual Property Rights. Jakarta: Raja grafindo Persada. p. 16.] 

Kategori iHak iKekayaan iIntelektual imemiliki ipengaturan iyang iberbeda iuntuk idunia ibisnis. iHak iCipta imemiliki ipengaturan idalam iUndang-Undang iNomor i28 iTahun i2014 itentang iHak iCipta i(UUHC i2014) idan iPeraturan iPemerintah iRepublik iIndonesia inomor i1 itahun i1989 itentang iSerah iSimpan iCiptaan idan/atau iPerbanyakan iCiptaan iuntuk iKepentingan iPendidikan, iIlmu iPengetahuan, iPenelitian idan iPengembangan. i iSebelum iadanya iUUHC i2014, iHak iCipta idiatur idalam ibeberapa iundang-undang ilama, iantara ilain iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i1982 itentang iHak iCipta; iUndang-Undang iNomor i7 iTahun i1987 itentang iPerubahan iatas iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i1982 itentang iHak iCipta; iUndang-Undang iNomor i12 iTahun i1997 itentang iPerubahan iatas iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i1982 isebagaimana itelah idiubah idengan iUndang-Undang iNomor i7 iTahun i1987 itentang iHak iCipta; idan iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2002 itentang iHak iCipta. iDemikian ijuga idengan iHak iKekayaan iIndustri.
Setiap jenis hak dalam kategori Hak Kekayaan Industri memiliki dasar hukum yang spesifik. Untuk Hak Paten, pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta dilengkapi dengan sejumlah peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permohonan Paten, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 yang mengatur mengenai mekanisme permohonan paten.
Sementara itu, ketentuan hukum mengenai Hak Merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, serta didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 mengenai klasifikasi barang dan jasa untuk keperluan pendaftaran merek, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 yang mengatur secara teknis proses pendaftaran merek.
Pengaturan hukum mengenai desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang disertai dengan penjelasan resminya. Ketentuan pelaksana dari undang-undang tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
Sementara itu, aspek hukum terkait desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Adapun perlindungan terhadap rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang memberikan dasar hukum bagi pengamanan informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi.  
Undang-undang Kekayaan Intelektual menjamin bahwa penemuan, paten, dan lainnya akan dilindungi sebelum menjadi milik umum. Faktor ini sangat menentukan bagi perusahaan karena insentif ini dianggap sebagai cara untuk mendominasi pasar tetapi bukan merupakan pelanggaran hukum.[footnoteRef:41] [41:  L. A. Sullivan, 1977, Antitrust. (Minnesota: West Publishing, 1999), p. 801] 

Penerapan suatu regulasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepentingan sosial, dinamika politik, serta situasi ekonomi nasional. Oleh karena itu, bentuk, tujuan, karakter, dan cakupan pengaturan hukum dapat mengalami perubahan sesuai dengan konteks dan kebutuhan pada waktu tertentu. Sebagai ilustrasi, dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan pasar di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemberian hak-hak istimewa kepada kelompok pengusaha tertentu. Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan kebijakan perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah, yang merujuk pada interpretasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa sistem perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Substansi ayat ini mencerminkan bahwa sistem ekonomi yang dianut tidak boleh bertumpu pada persaingan bebas dan prinsip individualisme yang ekstrem.

KONSEP IDEAL AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN EKONOMI PERUSAHAAN 
Audit Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu proses evaluasi sistematis terhadap kebijakan dan mekanisme yang diterapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam mengelola aset kekayaan intelektualnya. Prosedur ini mencakup peninjauan atas langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi, memperoleh, serta memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki, sekaligus memastikan bahwa perusahaan terlindungi dari potensi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual milik pihak lain.[footnoteRef:42] Pelaksanaan audit Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) berfungsi sebagai langkah preventif bagi perusahaan dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau kelalaian terhadap kewajiban hukum yang berkaitan dengan HAKI milik pihak lain. Dengan kata lain, audit HAKI juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[footnoteRef:43] [42:  William W Cochran, Intellectual Property Audits, Papers without year.]  [43:  Budi Santoso, Copyright Law, Lecture Notes at the Master of Law, Diponegoro University, Semarang, 2013] 

Pelaksanaan audit dalam bentuk pengelolaan dan inventarisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian integral dari strategi manajemen risiko dalam dunia usaha. Proses identifikasi dan mitigasi risiko menjadi sangat krusial mengingat perusahaan senantiasa dihadapkan pada berbagai potensi risiko yang berasal dari aktivitas operasional harian maupun dari keputusan strategis yang diambil oleh manajemen. Risiko sendiri dapat dipahami sebagai ketidakpastian atas kemungkinan terjadinya suatu peristiwa serta dampaknya, yang apabila terjadi, dapat berpengaruh secara material terhadap pencapaian tujuan perusahaan.[footnoteRef:44] [44:  Ardeno Kurniawan, Internal Audit of Added Value for Organizations, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2012) p. 65] 

Audit HKI semakin mendapat perhatian dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis, terutama karena pesatnya laju inovasi. Kesadaran korporasi terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan HKI mendorong perusahaan untuk menempatkan audit kekayaan intelektual sebagai bagian yang terintegrasi dalam struktur organisasi. Secara umum, terdapat tiga alternatif kedudukan auditor internal (internal auditing) dalam struktur perusahaan, yang mencerminkan posisi strategis auditor dalam mendukung tata kelola perusahaan yang efektif, yaitu:
1) Audit Internal berada di bawah Dewan Komisaris;
2) Audit Internal berada di bawah Direktur Utama; dan
3) Audit Internal berada di bawah Kepala Divisi Keuangan dan Hukum.[footnoteRef:45] [45:  Manahan Nasution, Overview of Internal Auditors, paper, (Sumatra: FE USU, 2003), p. 4] 

Untuk melakukan audit HAKI, diperlukan modal dasar, yaitu memahami aspek ekonomi dari setiap cabang HAKI, memahami prinsip-prinsip dasar dari cabang HAKI tersebut, dan menentukan langkah-langkah audit yang tepat. Tindakan audit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu oleh perusahaan sendiri tanpa melibatkan pihak luar perusahaan (company self) atau dengan meminta firma hukum untuk melakukan audit terhadap perusahaan (outside counsel).[footnoteRef:46] [46:  6 Budi Santoso. 2008. Audit of INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Intellectual Property Rights) for companies. Semarang:, p. 42.] 

Apabila perusahaan memutuskan untuk melakukan audit HAKI sendiri tanpa melibatkan pihak di luar perusahaan (perusahaan itu sendiri), maka hal-hal berikut ini perlu diperhatikan: 
a) Harus dibentuk suatu tim kerja yang akan melaksanakan tugas audit, dan dilakukan oleh pihak-pihak yang memahami HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL; 
b) Perlu dibuatkan bagian tersendiri yang bertugas memelihara daftar aset HAKI yang dimiliki oleh perusahaan dan bertugas memperbaharuinya secara berkala atau piriodik;
c) Membuat daftar formulir pertanyaan audit; dan  
d) Membuat daftar tindakan perusahaan untuk melindungi HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL sebagai hasil audit.[footnoteRef:47] [47:  Ibid] 

Jika audit tidak dilakukan oleh tim perusahaan sendiri, maka bantuan pihak eksternal dapat diminta untuk melakukan audit HAKI, yaitu firma hukum yang memahami seluk beluk HAKI. Untuk itu biasanya firma hukum tersebut akan meminta beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan, antara lain:[footnoteRef:48] [48:  Ibid] 

a) Firma hukum tersebut bekerja dengan meminta berbagai dokumen yang akan diperiksa, terkadang dengan menyiapkan kuesioner;
b) Untuk itu, seseorang dalam perusahaan dengan jabatan tertentu harus sudah dipersiapkan untuk ditunjuk sebagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh law firm; 
c) Firma hukum akan memberikan laporan tertulis kepada perusahaan (klien) mengenai hasil temuan aset HAKI perusahaan;
d) Menarik kesimpulan dari temuan-temuan; dan
e) Memberikan saran terbaik untuk mengambil tindakan perlindungan.
Secara umum, audit HAKI adalah pemeriksaan atas kekayaan intelektual yang dimiliki, digunakan, atau diperoleh dalam bisnis perusahaan serta tinjauan atas pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penegakan HAKI. Menurut Leslie J. Lott, waktu yang tepat bagi perusahaan untuk melakukan audit kekayaan intelektual sebagai bagian dari evaluasi kegiatan bisnisnya adalah:[footnoteRef:49] [49:  Leslie J Lott, Taking Stock of an Intellectual Property Inventory: How to Conduct an Intellectual Property Audit, source: http://www.patenfla.com/article/ipaidut.htm. 1998, Lott&Friedland, P.A., Miami, FL, no page, accessed November 14, 2013] 

a) Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang baru;
b) Merger, akuisisi, usaha patungan; 
c) Pengalihan atau Pengalihan Kekayaan Intelektual; 
d) Program Perjanjian Lisensi (Perizinan);  
e) Perubahan Signifikan dalam Peraturan Perundang-undangan; 
f) Transaksi Keuangan yang Melibatkan Kekayaan Intelektual; dan  
g) Peluncuran produk atau jasa baru dalam bisnis.

Menurut iWIPO, iaudit iatas ihak ikekayaan iintelektual imemiliki ibanyak imanfaat ibagi iperusahaan, ibaik idari iaspek ihukum imaupun iekonomi. iManfaat itersebut iantara ilain:50 i
1) Audit ihak ikekayaan iintelektual imampu imengidentifikasi iaset-aset ikekayaan iintelektual iyang isudah itidak idigunakan ilagi iatau iusang. iDengan iidentifikasi iini, iperusahaan idapat imenghemat ibiaya iyang isemula idialokasikan iuntuk imengurus iaset-aset iusang itersebut. i
2) Audit iHAKI idapat imembantu iperusahaan idalam imengurus iperizinan iyang iberkaitan idengan iHAKI. iSeperti imanfaat ipertama, iaudit iHAK iKEKAYAAN iINTELEKTUAL iakan idapat imengidentifikasi iaset-aset ikekayaan iintelektual imana iyang ipenting isehingga iperlu idiprioritaskan iuntuk idilisensikan. i i
3) Audit iHAK iKEKAYAAN iINTELEKTUAL iakan isangat imembantu iperusahaan iyang iingin imelakukan imerger iatau iakuisisi idalam imengambil ikeputusan. iDengan iadanya iaudit iHAK iKEKAYAAN iINTELEKTUAL, imaka iakan iterungkap idengan ijelas ipotensi ikekayaan iintelektual iperusahaan iyang iakan idiakuisisi iatau idimerger.
4) Audit iHAK iKEKAYAAN iINTELEKTUAL iakan imembantu iperusahaan iyang isedang imenghadapi isengketa ikekayaan iintelektual, ibaik iyang iberada idalam iposisi ipenggugat imaupun itergugat. iAudit iHAK iKEKAYAAN iINTELEKTUAL imemiliki ikemampuan iuntuk imenilai isuatu iaset ikekayaan iintelektual iyang imenjadi iobjek isengketa, isehingga iperusahaan iyang ibersangkutan idapat imerancang istrategi iyang itepat iuntuk imenyelesaikan isengketa iyang idihadapi.

KESIMPULAN 
Hasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa; i1) iAudit ihak ikekayaan iintelektual ibagi iperusahaan iperlu idilakukan idalam irangka imengamankan ikepentingan iekonomi iperusahaan; ia) iAudit ihak ikekayaan iintelektual imampu imengidentifikasi iaset-aset ikekayaan iintelektual iyang isudah itidak iterpakai iatau iusang; ib) iAudit ihak ikekayaan iintelektual idapat imembantu iperusahaan idalam imengurus iperijinan iyang iberkaitan idengan ihak ikekayaan iintelektual; ic) iAudit ihak ikekayaan iintelektual iakan isangat imembantu iperusahaan iyang iberniat imelakukan imerger iatau iakuisisi idalam imengambil ikeputusan; id) iAudit ihak ikekayaan iintelektual iakan imembantu iperusahaan iyang isedang imenghadapi isengketa ihak ikekayaan iintelektual, ibaik iyang iberada ipada iposisi ipenggugat imaupun itergugat; ie) iAudit ihak ikekayaan iintelektual imemiliki ikemampuan iuntuk imenilai isuatu iaset ikekayaan iintelektual. i2) iRegulasi idi ibidang ihak ikekayaan iintelektual imampu imengakomodir ikepentingan iekonomi iperusahaan; ia) iSistem ihukum inasional, iUndang-Undang iNomor i31 iTahun i2000 itentang iDesain iIndustri, iUndang-Undang iNomor i32 iTahun i2000 itentang iDesain iTata iLetak iSirkuit iTerpadu, iUndang-Undang iNomor i30 iTahun i2000 itentang iRahasia iDagang, iUndang-Undang iNomor i29 iTahun i2000 itentang iPerlindungan iVarietas iTanaman, iUndang-Undang iNomor i13 iTahun i2016 itentang iPaten, iUndang-Undang iNomor i20 iTahun i2016 itentang iMerek, iUndang-Undang iNomor i28 iTahun i2014 itentang iHak iCipta; ib) iHukum iinternasional imeliputi; iWorld iTrade iOrganization iAgreement i(WTO), iWorld iIntellectual iProperty iOrganization i(WIPO), iTrade-Related iAspect iIntellectual iProperty iRights i(TRIPs). i3) iKonsep iideal iaudit ihak ikekayaan iintelektual idalam imenjaga ikepentingan iekonomi iperusahaan idapat idilakukan imelalui iaudit iinternal idan ieksternal, iyang iberfokus ipada ia) iPengelolaan iBaru iKekayaan iIntelektual; ib) iMerger, iAkuisisi, iJoint iVenture; ic) iPengalihan iatau iKepentingan iPengalihan iKekayaan iIntelektual; id) iProgram iPerjanjian iLisensi; ie) iTransaksi iKeuangan iyang iMelibatkan iKekayaan iIntelektual.
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